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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk
Nomor : -200-
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2015 (dua ribu --—
lima belas) pukul 14.30 (empat belas lewal tiga puluh lima) Wakiy ——-m-—-

Indonesia Baral. S

-Berhadapan dengan saya, YUALITA WIDYADHARI, Sarjana Hukum, —

Magister Kenotariatan, Notaris di Koelemadya Jakarta Pusat di Jakarta, —

dengan dihadiri nleh saksi-saksi yang saya, Notaris kens! dan veng nama-
| i : e

namanya akan dizsebut pada bagian akhil 2kta inf, —————

1. Tuan TEDJO BEUDIANTO LIMAN, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 —

(dua puluh delzpan) Maret 1862 (seribu sembilan ratus enam pulul —
dua), swasta, bertempat tingoal di Jakartz, Jalan Widya Candra 11110, —

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Senayan, -

Kecamaian Kebayoran Baru, Kotamadya Jakaria Selatan, Pemegang —

Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5307 .280362.1007, Warga Negara—

Indonesia;
2. Tuan SUTEDJA SIDARTA DARMONO, Izhir di Jakaria, pada tanggal—-
20 (dua puluh) Mei 1981 (seribu sembilan ratus defapan puluh satu),-—
swasta, bertempat tinggal di Jakaria, Jalan Cilosari Nomor 8, Rukun ——-
Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Cikini, Kecamatan --—-—---
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Femegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3171062005810001, Warga Negara Indonesia.
Para Penghadap bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan---

Direktur karenanya sah mewakili Direksi yang bertindak berdasarkan
Kuasa yang terdapat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham-
Perseroan Terbatas PT. KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk, —-=-meeeeen

‘berkedudukan di Bekasi, sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris ——

tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 {dua ribu lima belas) Nomor 52.—

Menerangkan;

Bahwa Pen;grnan Terbatas PT. KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Thk, —




yang anggaran dasarnya telah sesuai dengan Undang-undang Nomor —-—-
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dalam akta ini —
disebut "UUPT") yang dimuat dalam akta tertanggal 25 (dua puluh lima) —
Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 43, dan telah mendapat persetujuan —
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam ——
Surat Keputusannya tertangoal 19 (sembilan belas) Agusfus 2008 (dua —
ribu delapan) Nomor AHU-52832.AH.01.02, Tahun 2008 dan telah-———
diumiuimkan dalem Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02 (dua) ——

Desember 2008 (dua ribu delapan) Nemor 87, Tambahan Nomor 258789 —

-Oan lelah diubah berdasarkan i-—- e e —
Akis Szya, Notaris Nomor 38 tanggal 13 (tiga beles) Juli 2011 (dua ripu -
sebeles), sers elah memperoleh Perselujuan dari Menlen Hukum dan —-—-
Hak fsazsi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-41048.AH.01.02.——
Tahun 2011 tanggal 12 (dua belas) Agustus 2011 (dua ibu sebelas), ———
-Akia Sava, Notaris tertanggal 31 (tiga puluh satu) Oklober 2011 (dua

ribu sebelas) Nomor 138 yang ditegaskan dalam akia Saya, Notaris --

tertangoal 05 (fima) Nopember 2011 (dua ribu sebelas) Nomor G, dan
talah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan —-
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-—
sleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -—————
sebagaimana dalam suratnya tertanggal 18 (delapan belas) Maret 2013 -—
(dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01 ,10-08800.

-Sedanpkan parubahan pengurus terakhir dimuat dalam akta Saya,

Notaris terianggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 {dua ribu lima belas) —

Nomor 51, dan telah diterima serta dicatat didalam Sistem Administrasi--—--

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana dalam suratnya tertanggal 28 (dua puluh delapan)
Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01 0340952390, -————
-Untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut Perseroan.

_Bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat bertempat di President
Lounge Menara Batavia, Lantai Dasar Jalan Kyai Haji Mas Mansyur




Kaveling 126, Jakarta 10220, sebagaimana ternyata dari akta Saya Notaris
tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 52—
-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir : =

— I. Para Anggola Direksi Perseroan; =
1. Tuan TEDJO BUDIANTO LIMAN, tersebut; -

-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur Utama Perseroan; --—

‘ 2. Tuan Insinyur HYANTO WIHADHI, Lahir di Wonogini, pada tanggal -

14 (empat belas) April 1954 (seribu sembilan ratus enam puluh -
| empat), swasta, bertempzat tinggal di Bekasi, Fondol Fekayon Indaly -

Blok CC 18 Nomor 21, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017, ——

Kelurehan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi—

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomer 3275041404640021, -

Wargas Negara Indonesig;———————

-Hadir dalam Rapa! tersebul selaku Direkiur Perseroan; —-

‘ 3. Tuan TJAHJADI RAHARDJA, lahir di Bandung, pada tanggal 21—
(dua puluh satu) Maret 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh-——
tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Puri Kencana L7/3,——-
Rukun Tetangaga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Kembangan-—-
Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Pemegang —-
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173082 103670006, Warga Negara--

Indonesia.

-Hadir dalam Rapat ini selaku Direktur Perseroan;
4. Tuan SUTEDJA SIDARTA DARMONO, lahir di Jakarta, pada —--——--
tanggal 20 (dua puluh) Mei 1981 (seribu sembilan ratus delapan —----
puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cilosari -——--
Nomeor 8, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan
Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Pemegang Kartu —
Tanda Penduduk Nomor 3171062005810001, Warga Negara-——-———

Indonesia.

-Hadir dalam Rapat ini selaku Direktur Perseroan;
5. Tuan SETIAWAN MARDJUKI, lahir di Bandung, lahir di Bandung,—



pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 1964 (seribu sembilan —-
ratus enam puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---—-

Jalan Logam Blok E 3, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, —-

Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota

Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-
3174062710640011, Warga Negara Indonesia. -- -

‘Hadir dalam Rapat inl selzku Direklur Perseroan; -

‘ Il. Para Anggota Komisaris Perseroan; e

| 1 Tuan SETYONO DJUANDI DARMONO, izhir di Yogyakarta, pade—
tanggal 26 (dua puluh enam) April 1949 {seribu sembilan ratus ——
empat puluh sembilan), swasta, bertempat linggal di Jakarta, Jalan -
Cilosari Nomar 8, Rukun Tetangga 007, Rukun Waiga 004, ————
Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kotz Jakaria Pusal, —————

Pemagang Kartu Tanda Pendud Uk Nomor 31710626044280001,———

Warga Negara Indonesia. - . -

_Hadir dalam Rapat ini selaku Komisaris Utama Perseroan,———--

 Tuan BACELIUS RURU, Sarjana Hukum, lahir di Manado, pada —--
tanggal 14 (empat belas) Juni 1948 (seribu sembilan ratus empat--—--
puluh delapan), swasta, bertempal tinggal di Jakaria, Komplek

Moneter Normor BB 4, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013~
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173071408480003, -—-—

Warga Negara Indonesia.

-Hadir dalam Rapat ini selaku Wakil Komisaris Utama merangkap —

Komisaris Independen Perseroan.
_ Tuan HADI RAHARDJA, lahir di Bandung, pada tanggal 04 (empat)-
Oktober 1942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua), swasta,-——-

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Simprug Golf IX-131, Rukun —--—

Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan,
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Pemegang
| Kartu Tanda Pe nduduk Nomor 3174050410420005, Warga MNegara—




Indonesia;

-Hadir dalam Rapat ini selaku Komisaris Perseroan. -
‘ 4, Tuan GAN MICHAEL, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 (sembilan—

belas) April 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujub), swasta,—

berlempat tinggal di Jakarta, Jalan Kyai Haji Mansyur 150-A, Rukun -

Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Tanah Sereal,
Kecamatan Tambora, Kotz Jakarta Barat, Femesgang Kartu Tanda —
Penduduk Nomor 3173041904570004, Warga Negara Indonesia. —

Hadir dalam Rapat inl selaku Komisarns Perseroan.

5. Tuan KETUT BUDI WIIAY A, Ighir di Dehpasar, pada tanggal 23 -—
(duz puluh tiga) Maret 1255 {seribu sembilan ratus lima puluh lima), -
swasta, bertempat tinggz! di Jakariza, Jalan Percetakan Negara || -——
Komplek DPS/3, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 006, ————
Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat,—

Pemegang Karlu Tanda Penduduk Nomor 3171082303550001,——

Warga Negara Indonesia. == F

-Hadir dalam Rapat ini selaku Komisaris merangkap Komisaris ——

Independen Perseroan, -
‘ lIl. Para Pemegang Saham; MASYARAKAT selaku pemilik dan/atau —-—-—-
pemegang dari 13.837.393.963 (liga belas milyar delapan ratus tiga——

puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam

puluh tiga) saham.
‘ A. Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham--—---—
sebanyak dari 13.837.393.963 (tiga belas milyar delapan ratus tiga -—
puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam

puluh tiga) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang

merupakan 68,38% (enam puluh delapan koma tiga puluh delapan ——
persen) dari 20.235.279.075 (dua puluh milyar dua ratus tiga puluh lima

juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh lima) saham

yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang-—

sah, yang telah dikeluarkan dalam Perseroan sampai dengan tanggal —




B.

C

Rapat tersebut.

Dan oleh karenanya ketentuan mengenal kuorum sebagaimana ————
diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal—
88 ayat (1) Undang-undang Nomor AD Tahun 2007 (duaribu tujuh) —
Tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi, sehingga dengan-—————

demikian Rapat ini dapat membicarakan dan mengambil keputusan —-

yang sah mengenai agends Rapal, — - -
Bahwa Rapat tersebul dipimpin oleh Tuan Bapzk BACELIUS RURU, —
dalam jabatannya selaku Wakil Komisaris Perseroan yang ditunjuk -—

oleh Dewan Komisaris sesuai dengar Pasal Pasal 22 ayal (1) ———

Anggaran Dasar Persercan, —————=——=—"" -
Dalarn menyelenggarakan Rapat tersebul, sesuai dengan ketentuan-——
anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang——-——
undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, -
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: «———-—ee——

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan

diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui -
surat Perseroan Nomor Ref.: 014/KIJA-CSVI15 tanagal 07 (tujuh) —
Mel 2015 (dua ribu lima belas) yang ditembuskan kepada PT ——
BURSA EFEK INDONESIA dan PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK—
INDONESIA;

2. Mengumumkan pemberitahuan Rapat kepada para pemegang -
saham Perseroan melalui 2 (dua) sural kabar harian berbahasa--——
Indonesia yaitu harian Investor Daily dan harian Bisnis Indonesia —

pada tanggal 15 (lima belas) Mei 2015 (dua ribu lima belas) serfta——

website Bursa Efek Indonesia dan Perseroan,
Iklan Pemberitahuan berbunyi sebagai berikut:
LOGO

Beyond property
PT Kawasan Industri Jabhabeka Tbk.

("Perseroan”)



PEMBERITAHUAN
——— PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM ———

Dengan ini beritahukan kepada para pemegang saham Perseroan —

bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa—
("keduanya untuk selanjutnya disebut "“Rapat”), pada hari Rabu,-————
{znggal 24 (dua pulub empat) Juni 2015 (dua ribu lima belas), ———
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseoran dan Pasal 13

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/F04K 042014 ————
Teniang Rencana dan Penyelenggaraan Rapal Umum Pemegang —

Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No 32"). Panggilan Rapal akan

diiklankan pada han Senin, 1 (satu) Juni 2015 (dua ribu lima belas) -
melalui sural kabar harian berbahasa Indonesiz berperedaran ——-

nasional Bisnis Indonesia dan investor dzily, situs web Bursa Efek —

Indonesia dan siius web Perseroar.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam

Rapat adalah:

a. untuk saham-saham Perseroan vang fidak dimasukkan ke dalam

penitipan kolektif;

Femegang Saham Perseroan atau para kuasa pemagang saham

Perseroan yang nama-namanya fercatat seara sah dalam Datftar-

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 (dua puluh
sembilan) Mei 2015 (dua ribu lima belas) sampai dengan Pukul-—
16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat); dan--

b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan—
Kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa pemegang saham

Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau
bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")—
pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2015 (dua ribu lima

belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Wakiu




Indonesia Baral). Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam
Penitipan Kolektif diwajibkan memberkan Daftar Pemegang
Saham vang dikelolanya kepada KSEl untuk mendapatkan
Konfirmasi Terlulis Untuk Rapal ("KTUR").——

Setiap usul yang digjukan oleh para pemegang saham Ferseroan -—
akan dimasukkan ke dalam acara Rapat, Apabila memenuhi —————-
persyaralan yang ditentukan dalam Paszl 12 POJK No 32 sebagal -
berikut: —

4. usul tersebut harus sudah diterima secara feriulis oleh Direksi-—-—
Perseroan paling lambat 7 (tujuh) ket sebelum pemanggilan ---—
Rapal tanggal 1 satu) Juni 2015 (dua ribu lima belas); —————

‘ b, pemegang saham yang berhak menaajukan usulan adalah satu--

pemegang saham alau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua —

puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suaraj-—

‘ c. usulan tersebut harus (1) dinyatakan dengan itikad baik; (2}———

mempertingkan kepentingan Perseroan, (3) menyertakan alasan-

dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (4) tidak bertetangan—

dengan peraturan perundangan; dan-

d. usulan tersebut merupakan malta acara yang membutubkan

‘| persetujuan Rapat.
—Jakarta, 15 (lima belas) Mei 2015 (dua ribu lima belas) -

Direksi Persercan

i 3. Mengumumkan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham-
Perseroan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia—
yaitu harian Investor Daily dan harian Bisnis Indonesia, diterbitkan —

pada tanggal 1 (satu) Juni 2015 (dua ribu lima belas) seria website -

Bursa Efek Indonesia dan Perseroan; dan
LOGO

beyond property
PANGGILAN -
e RAPAT UMUM PEMEGANG sAHAM TAHUNAN DAN -




- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ————e-
e PT KAWASAN INDUSTRI JABAJEKA TBK e
Direksi PT.Kawasan Industri Jababekas Tbk ("Perseoan”) dengan ini
mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri -—
Rapal Umum Pemegang Tahunan ("RUPST"} dan Rapat Umum ——--
Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB" yang bersama-sama

dengan RUPST disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:—

HarifTanggal :  Rabu, 24 Juni 2015 S
Fukul o 10.00 VWIB - selesai - e
Tempat . President Lounge, Menare Batavis, Lantal ——

Dasar J| K.H. Mas Mansyur Kav 126, Jakatia —

10220, e - NTyr——

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:
1. Perselujuan dan Pengesahan alas Laporan Direksi mengenai——
Jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan —
uniuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan ——

Perserocan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan

Laba/Rugi Perseroan  untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik-
Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, —
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Persercan untuk —
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta—

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi-
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan —
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014.
Penjelasan :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang-
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), mata —




4. Pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

acaraini akan membicarakan Laporan Tahunan Perseroan,

termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan -

Kornisaris dan Laporan Keuangan Perseroan dan mendapatkan -

persetujuan dan pengesahan dari RUPST Perseroan.

. Perselujuan atas rencana penggunaan iaba bersih Perseroan——

Untuk tahun buku yana berakhir pada tanggal 31 Desember 2014,
termesuk rencana pembagian ssham bonus berupa dividen saham
dan selanjutnya mengubah paszl 4 ayat (2) Anggaran Dasar ——

Perseroan sehubungan dengan adanya pembagian saham bonus.

Fenjelasan :—

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 24 ayat 1 Angaaran Dasar-

Perseroan dan (ii) Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UUPT,———
penggunaan laba bersih Perseroan termasuk pembagian dividen —
kepada pemegang saliam diputuskan dalam RUPS. Adapun -——
pembagian dividen yangd akan diputuskan dalam RUPS adalah —
berupa pembagian saham bonus sehingga akan melakukan ———
penyesuaian pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor-

dalam Perseroan dalam rangka pembagian saham bonus.

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan

melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian —————

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk —-

menetapkan jumiah henorarium Akuntan Publik Independen

tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UUPT, penetapan atas
akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang ——
berjalan dilakukan melalui RUPS dengan memberikan wewenang -

kepada Dewan Komisaris. e




Perseroan. e

Penjelasan ;

Dalam RUPST akan dibicarakan dan diputuskan mengenai

susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang —

lelah habis masa jabatannya.

5. Penetapan pzji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan —
serta honorarium dan funjangan lainnya 2nggota Dewan Komisarns

Perseroan, ———— o

Penjelasan : —————— o

sesual dengan ketentuan Pasal 86 dan Pasal 113 UUPT, ——e
Perseroan akan mengusulkan kepadz Rapal untuk menetapkar -

besaran gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggols Direks

dan Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam RUPS ——————
RUPSLE

Perselujuan atas perubahan dan penyusunan kembali seluruh——-——

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian—
dengan POJK Ne. 32 dan Peraturan OJK No. 33/POJK 04/2014 —
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Fublik.

Fenjelasan :
Dalam mata acara Rapat ini Perseroan bermaksud untuk meminta —
persetujuan dari pemegang saham Perseroan terkait dengan —-—-——---
perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran —
Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32 —
dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada -

Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan —

ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan

merupakan undangan resmi kepada Para pemegang saham----—




[ Perseroan,

l 2. Pemegang saham Persercan yang berhak hadir atau diwakili-——

dalam Rapat adalah : ; s

a  Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam -—

Penllipan Kolektif : .

Pemegang Saham Perseroan alau para kuasa Femegang-—

Saham Perseroan yang nama-namanye tercata! sacara sah—

dalsm Daftar Pemegang Saham Perseroin pada tanggal 29 —
el 2015 sampai dengan Pukul 16.00 WIE, pada PT Datindo-
Entrycom, Bira Administrasi Efek Perserogn yang=s-—s-—--——-—
herkedudukkan di Jakarta Pusat darn heralzmat di JI. Jenderal

Sudirman Kav. 34 Jakerta 10220 ("BAE").—

b.l Untuk saham-saham Persercan yang beradz di dalam --———

Penitipan Koleklif (-—- e

Pemegang Saham Perseroan alau kussa pemegang saham -
Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening —
atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia -
("KSEI") per tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00
WIB. - —--
Bagi pemegang rekening efek KSE| dalam Penitipan Kolektif—

diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan -

yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan

Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR"). -
3. Pemegang saham Ferseroan atau kuasanya yang akan-—----———
menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan-
menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu--
Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada-—
petugas BAE Perseroan, sebalum memasuki ruang Rapat. Untuk
pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib ——
membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota-—

Bursa atau Bank Kustodian.




4. a) Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam —-
Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa —-

Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh ——-——-

Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota——-

Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan ————

Perseroan boleh bertindak selzku kuasa Pemegana
Saham Perseroan dalam Rapal ini, namun suara yang ---—

mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam ————————

pemunguian suara. - ——

b). Formulir suraf kuasa dapat dipercleh pada setiap hati
kerja di kantor Perseroan di Menara Batavia Lantai 25, JI. -

K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta 10220 dengan -—

menghubungi Corporale Secretary. -
¢). Semua Surat Kuasa harus sudzh diterima oleh Direksi ——
Perseroan di kantor Pusal pada alamat sebagaimana——
{ercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 —
{tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan—
Jam 16.00 WIB.

5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan

Hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminia dengan —

hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi dari

anggaran dasarnya yang lengkap.

6. Bahwa bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di Kantor

Perseroan sejak fanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal —

Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat

diperoleh Pemegang Saham melalui permintaan tertulis kepada —

Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,
Pemegang Saham Persaeroan atau kuasanya yang sah diminta—

dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit -

sebelum Rapat dimulai. =




Jakarta, 1 Juni 2015 --

| . Direksi Perseroan

’ =/ I 4. Mengurmumkan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan ——-—-—

rencana pembagian dividen saham dalam rangka memenuhi-——————

Peraturan Bapepam dan LK No. IX.D.5 Tentang Szham Bonus—-
melzalui website Bursa Efek Indonesia pada langga! 26 (dua puluh—

enam) Mel 2015 (dua ribu lima belas), ——————mr—————"

_Bshwa dalam Rapat tersebut telah diputuskan | -

| 1. Menyetujui rencana Perseroan uniuk melakukan perubzhan-perubahari--
beberapa pasal dalam Anggaren Dasar Perseroan dalem rangka———-—-
penyesuzian dan pemenuhan kelentuan Peraturan Olotitas Jasa——
Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dzn penyelenggaraal

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan —

Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 lentang Direksi dan-

Gewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serfa menegaskan da

menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan, dan;

5 WMemberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk———

melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka-—
pelaksanaan, hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam mat
acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembs
sebagian atau seluruh keputusan dalam mata acara Rapat tersebut -—
dalam suatu akta notaris, menyusun dan menetapkan, membuat atau -

meminta dibuatkan akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen -

yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang,
mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan termasuk persetujuan Menteri Hukum dan Ha
Asasi Manusia Republik Indonesia atau melaporkan hal tersebut kepad

pihak/pejabat yang berwenang dan untuk membuat penyesuaian
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ——

diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pelaporan-




tersebut, untuk mengajukan dan menanda tangani semuza permohonan —
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk--————

melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan serta melakukan-—

pendaflaran maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang —

dikecualikan, ————- - -
Berhubung dengan segala sesuatu yang disebulkan di alas maka Para—
Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebul menerangkan -----
dengan ini menyatakan mengubah Angoaran Dasar Perseroan dalam—-—
rangka penyesuaian dan pemenuhan kelenluan Peraturan Otoritas Jasa —

Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan—

Rapat Umum Pemegang Saham Ferusahaan Terbuka dan Peraluran
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan —
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dengan cara menyusun kembali -
sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikul:-—

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT Kawasan Industri Jababeka Thk.,—

disingkat dengan PT Jababeka Thbk., (selanjutnya dalam anggaran -—-

dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”),
berkedudukan di Kabupaten Bekasi.

2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan/unit usaha-

di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik-—-

Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan tetap —

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
—————JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 12 (dua belas) Januari 1989———

(seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) dan memperoleh status—
badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik -
Indonesia sejak tanggal 01 (satu) September 1989 (seribu sembilan ratus—




delapan puluh sembilan) Nomor C2-8154 HT.01.01.TH.'88 sefta ——————

didirikan untuk jangka waktu yang lidak terbatas.-- -
@ _MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ————
Pasal 3

1 Maksud dan tujuan Perseroan Ini ialah menjalankan usaha di bidang—
pembangunan dan pengembangan kawasan indusiri dan jasa——-——
pengelolaan kawasan e F =1 | T e e

_ Urituk mencapai maksud dan Wjusn tersebut di ales Perseroan dapal -

Tl

\ melaksanakan kegiatan usaha ulama sebagai berlkul § —————

=, Menjalankan usaha-usahe di bidang pembangunan dan ———————-

pengembangan, antara lain; - - e e

| i, Pemborongan pada umumnya (general contractor) yaitu ———
membangun kawasan industri beseria sarana-sarana yang -——
diperlukan dalam menunjang kawasan industri termasuk ————
membangun kawasan perkotaan, perumahan, apartemen, ———
perkantoran, periokoan, instalasi air bersih dan limbah, kawasan
pariwisata dan objek wisata, pembangkit listrik, dry port --——— -
(pelabuhan darat), tempat penimbunan sementara untuk barang

ekspor impor dalam kemasan peli kemas serta sarana-sarana-—

lainnya yang diperlukan dalam menunjang pengelolaan —-

kawasan industri juga termasuk diantaranya penyediaan-——--——

fasilitas-fasilitas olah raga, rekreasi, pariwisata, perfilman,

perhotelan, rumah sakit dan kesehatan; —e-
i, Bertindak sebagal pengembang yang meliputi perencanaan,——
pelaksanaan, pengawasan konstruksi beseria fasilitas-

fasilitasnya termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan-

konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termas uk perencanaan —

pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan,

pengurugan, pemerataan tanah/lahan;
. iii. Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, kawasan —

. wisata, objek wisata, bandara/dermaga, dry port (pelabuhan —




darat), tempat penimbunan sementara untuk barang ekspor -——
impor dalam kemasan peti kemas meliputi pembangunan-———

konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, —-

pertamanan, bendungan, pengairan, landasan udara, dermaga -

dan kegiatan usaha terkalt. —

‘ b. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, antarza lain
perdagangzn yang berhubungan dengan usaha real estale, —————
properll, kawasan industri yailu penjualan dan pembelian-—————
bangunan-bangunan rumsah, gedung perkantoran, gedung pusat-—
perbelaniaan, unit-unit gpariemen, ruangan kondominium, ruangan -
kanfor, ruano pertokoan, perhotelan, rumah sakil, gedung ————-—
perfilman, pusat sarana olzh raga dan sarana penunjang termasuk-—
tetapi tidak ierbatas pads lapangan golf, klub-klub, restoran, ————
tempat-tempat hiburan lain, objek wisata, laboratorium medik ——

beserta fasilitasnya baik secara langsung maupun melzlui --—————

penyeriaan (investasi) alaupun pelepasan (divestasi) modal

sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dalam

perusahaan lain.

c. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, antara lain:

i. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa ——-

kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

ii. Menjalankan jasa-jasa pengelolaan kawasan industri,

lingkungan perumahan, kawasan wisata dan objek wisata,
apartemen, perkantoran, pertokoan, instalasi air bersih, limbah,-
pengelolaan pembangkit listrik dan pemasokan serta

pendistribusian energi listrik berikut jasa pelayanan dan —————-

manajemen, pengoperasian dan pelayanan dry port serta
pemberian jasa ekspor dan impor barang-barang yang
diperlukan bagi usaha-usaha yang berkaitan dengan

pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan.

3. Untuk mencapai tujuan dimaksud ayat 1 serta untuk menunjang




kegiatan usaha utama Perseroan tersebut diatas, Perseroan dapat -—-—

melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagal berikut: <

a. Dibidang pembangunan: - - i
\ i. Menjalankan usaha di bidang kepariwisataan, kawasan wisala, -

pusat pendidikan dan latihan pariwisata, pembangunan dan -——

pengembangan objek wisata. ——————

| i, Membangun dan mengembangkan kawasan perfilman dan ——

| kawasan pelayanan kesehatan. -s—-———- - e
i Memiliki dan mengoperasikan pembangkil istrik lengkaps-—-—-

| dengan perlengkapannya beseria pembangkitl daya listrik dan—-

energi lzinnya dalam berbagai bentuk. -
| iv. Memiliki, melakukan penambangan dan perdagangan serg-——-

mendistribusikan energi primer yang diperiukan dalam-—-———

pembangkitan lenaga listrik. sm—ee——e-
‘ b. Dibidang perdagangan, menjual listrik dan energi lainnya yang -—-

‘ dibangkitkan, serla jasa pelayanan dan manajemen energi.--———

\ ¢. Dibidang jasa:-

i, Menjalankan usaha di bidang pengelolaan pengoperasian dan--
pelayanan tempat penimbunan sementara, jasa pergudangan-—-
CFS (Container Freight Station), jasa pergudangan umum, jasz

penumpukan peti kemas kosong (Emply Container Yard) -—-——

beserta bengkel dan fasilitas pendukung -
\ ii. Menjalankan usaha di bidang jasa angkutan barang, jasa——
customs brokerage, jasa pengiriman dokumen elektronik, jasa -

logistik termasuk tetapi tidak terbatas pada pergudangan, pusal

distribusi, pengadaan barang, cool storage.

‘ iii. Menjalankan usaha pengelolaan pengoperasian kawasan ——

berikat (handed zone).
. iv. Menjalankan usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan———
\ pengelolaan pengoperasian dan pelayanan dry port, dan -———

v. konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi meliputi

e ——————
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usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, -
perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi —————-——-

pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi—————-

kelayakan jasa usaha lzin serta kegiatan usaha lerkait

MODAL < -

——Pasal 4 - =

. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga -———-

friliun Rupiah) yang terbagi atas 1.800.000.000 (salu milizr delapan -
ratus jutz) saham seri A masing-masing saham bemilai nominal ~——-—-
sebesar Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah) dan 28,000,000.000 (dua—-——
puluh delapan miliar) saham seri B masing-masing saham bernilgi —-—-
nominal sebesar Rp. 75,00 (tujuh pulub lima Rupigh). ————————
Dari modal dasar tersebut telzh ditempatkan dan disetor penuh oleh -
para pemegang saham yaitu sejumlah Rp 1.852.245.047.750,- (satu-—
triliun delapan ratus lima puluh dua miliar dua ratus empal puluh lima -
juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) terbagi atas -

711.256.815 (lujuh ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam -

fibu delapan ratus lima belas) saham seri A dengan nilai nominal-

sebesar Rp. 355.978.407.500 - (tiga ratus lima puluh lima miliar

sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu lima —
ratus Rupiah) dan 19.950.221.870 (sembilan belas miliar sembilan ratus
lima puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh)

saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 1.496.266.640.250,-—
(satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus enam —-

puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh =

Rupiah) yang rinciannya disebutkan pada bagian akhir akta ini.-

Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk lain selain

dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak —-——-

berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan —

l kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang——



( Szham mengenai penyetoran tersebut;—

‘ b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak sedang

dijaminkan dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh————

penilai yang terdafiar di Otoritas Jasa keuangan; —
‘ c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum -——————
Pemegang Szham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam --———

Anggaran Dasar ini, dan dengan memperhatikan peraturan-———

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar—

| Modal: ———eoo————- —~ e

| 4. Dalam hal benda yana dijadikan sebagei seloran modal dilakukan-—
dalam bentuk saham perseroan yang lercatat di Bursa Efek, maka -

| harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar, ———--—-

e. Dalam hal penyeloran tersebut berasal dari laba ditahan, agio ———
saham, laba bersih Perseroan danfatau unsur modal sendiri, maka--
laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan danfatau unsur——

modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuai dalam Laporan-——-—

Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang-——--
terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, dengan --—-

pendapat wajar tanpa pengecualian, -
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -——
Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu, cara, harga-
dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan -———

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang

Saham disebut “RUPS") dengan ketentuan harga tersebut tidak
dibawah nilai nominal, dan dengan memperhatikan ketentuan yang——
termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang Perseroan --——-—
Terbatas ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasa
Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana -——-—

saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran sahar




dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas harus -

memutuskan:

a, jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan;--

dan
b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan ——

jumlah saham yang sesungauhnya telah dikeluarkan dalam rangka -

penawaran umum lerbalas tersebut. e -

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ——-——

menyelujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi----—

persyaratan dalam Anggaran Dasar ini. seaep et s
. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -
(Efek bersifat Ekuitas adalah Szham, Efek yang dapat ditukar dengan -
saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham-—-—

dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai -

berkut: - -- s
1. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifal ---——
Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut-——
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih—
Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham ——
yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan -
pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan keputusan--
RUPS yang menyetujul pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam -—
jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar —
dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang ——
saham masing-masing pada tanggal tersebut dengan cara—-—--———

membayar harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut ——

dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut diatas.
2. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMET

kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal/pe A G{UATan ==
Efek: il
1). ditujukan kepada karyawan Perseroan; ==




‘ 2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat —

dikonversi menjadi saham, yang telzh dikeluarkan dengan ———

persefujuan RUPS; .

‘ 3). dilakukan dzlam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi-—

yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -e-

‘ 4). dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang-

_ memperbolehkan penambahan modal fanpa HMETD.-——
| 3. HMETD wejib dapal dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak -
lain dalam jangkzs wakiu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan--
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di----—~

Indonesia dan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar —

ini. . - - i
4. ppabila dalam waktu yang telah diteritukan, efek bersifal ekuitas—--
yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh --—-—-—
pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang —
saham yang memesan tambahan Efek bersifal ekuitas, dengan -
ketentuan apabila jumiah Efek bersifat ekuitas yang dipesan —————

melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek--

bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut waijib dialokasikan
sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-
masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifal--
ekuitas dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan-—

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar ——

Modal di Indonesia.
5 Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak -—
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud - —
datam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga,—
Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak —

tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga yang telah
menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut —

dengan harga dan syarat-syarat yang sama yang telah ditetapkan




dalam keputusan RUPS dengan tetap memperhatikan ketentuan —

yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang- -

undangan yang berlaku di bidang Pasar Madal di Indonesia.--
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ——--
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang -
sama dengan saham yang mempunyai klasilikasi yang sama yang -
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangl kewajiban -

Pereeroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menlern Hukum -

dan Hak Asasi Manusia. ————=———srm—mrm e
Keleniuen ayal 5 dan 6 di alas secara mulalis mulandis juga berlaky —
dzlam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligesi Konversi, Surat —
\Warran atau efek konversi lzinnya yang dapal mempengaruhi-———
kompuosisi kepemilikan saham dalam Perseroan, salu dan lain dengali--
memperhatikan peraturan yang beriaku mengenai pemodal asing di—-

bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang--——

berwenang sejauh disyaralkan berdasarkan peraturan perundang

undangan yang berlaku.

Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan RUPS.dengan memperhatikan ketentuan
dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang-—
berfaku di bidang Pasar Modal. Perubahan anggaran dasar dalam -=—--

rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum -—

dan Hak Asasi Manusia.

 Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan—-—

dan disetor menjadi kurang dari 26% (dua puluh lima persen) dari----—-

modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

a. telah memperoleh persetujuan RUPS yang menyetujul untuk—---—--

menambah modal dasar,

b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia;

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi——




—

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib-
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ——-

| Indonesia; -

\ d. dalam hal penambahan modal diselor sebagaimana dimaksud ——
dalam evat 9.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus-

menaubzh kembali anggaran dasamya, sehingga modal

ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)-
d=ri moda! dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturans--——

perurdzng-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 {dug)—

bulan setelah jangka wakiu dalam ayat 8. Pasal ini lidak terpenubi;
‘ e. perselujuan RUPS sebagaimana dimaksud dzlam ayat 9.2 Pasal-—

ini, lermasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar ——

sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.d Pasal inf. ~———=

\ 10.Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar -

menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang —- o
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% —
(dua puluh lima persen) dari madal dasar dan saham yang diterbitkan -
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai-——-

klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak —

mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan

perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal —

disetor tersebut.
11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar-

penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang

telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan
perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham —-

tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut saham yang ditempatkan-




sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ———
ketentuan ayat 8, 9, 10, 11 Pasal 4 ini berlaku pula secara———————

mutatis-mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan

modal dasar tersebut -

SAHAM

Pasal 5 —m8M8M8Mm e

3.

. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sahem atas —

Nama yang terdaftar dalam Daflar Pemegang Saham.
Perserpan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atay———
tanpea nilai nominal. Pengeluaran saham {anpa nilzi nominal wajib——
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ——

FPasar Modal. e e

Perseroan hanys mengakui seorang atau 1 (saiu) badan hukum-——
sebagai pihak yang berhak menjalankan hak-hak atas 1 (satu) saham, -

yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar—

Pemegang Saham. -

. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik -————

beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu
diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka ——
atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama dari
yang diberi kuasa yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham —
serta sebagai pihak yang berhak mempergunakan hak yang diberikan-—

oleh hukum atas saham tersebul sesuai dengan wewenang yang -——-—

termuat dalam surat pernyataan atau surat kuasa yang diberikan

kepadanya.
Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka --—

para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara—---

dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan.

Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil ———



dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang--

beraku,

. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan --—

dengan mengikuli ketentuan peraiuran perundang-undangan -

mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan

dan peraturan yang beriaku di bidang Pasar Modal.—-—

‘ 8. Bukti Kepemilikan Saham adalah sebagai berikut—-—- -

2 Dzlam hal Ssham Perseroan tidak masuk dalarn Penitipan Kolekii
pada Lembaga Penyelesaien dan Penyimpanan, maka Perseroan-

waiib memberikan buidi pemilikan saham berupa surat saham atau

curat kolektif saham kepada pemegang sehamnys
b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kaolektif ——
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga--—

Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukii pencatatan—

dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
9. Uniuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa efek di Indonesia—
berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar

Mada! dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham-—

tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM—
——Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi -—

sehelai surat saham.
3 Pada surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukli kepemilike

2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang sahar

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat pemegang saham;

b. Nomor surat saham;

¢. Tangoal pengeluaran surat saham;




mencantumkan:

d. Nilali nominal saham; —————reeiii————————
e. Tanda pengenzl sebagaimana akan diteniukan oleh Direksi. - ———

. Pada Surat Koleklif saham sekurangnya harus dicanfumkan: ——-—-—

@, Nama dan alamat pemegang saham; -

b. Nemor surat koleklif saham; S

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

d. Nilal nominal saliam, ——————————————————n

e. Jumlah saham; ——

{. Tanda pengenzl sehagaimana skan ditentukan oleh Direksi, — ——
. Setiap sural saham dan/atau surat kolekdil saham dan/atau obligasi —
konversi dan/atau waran danfatau efek lainnya yeng dapal dikonversi-—
menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor uret dan harus dibubuh
tanggal pengeluaran dan ditandaiangani oleh Direkiur Utama bersama-
sama dengan Komisaris WMama atau apabila salah seorang atau -——-—-
keduanya berhalangan, hal mana tidak periu dibuktikan kepada pihak -
ketiga oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi—
danfatau seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat—
Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada—
surat saham dan surat koleklif saham dan/atau obligasi konversi —————

danfatau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi —

saham yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-—————
. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga—

Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus —

dalam rangka kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk
Konfirmasi pencatatan saham yang ditandatangani oleh Direksi atau -

tanda-tangan tersebut dicetak langsung pada Kenfirmasi pencatatan-—

saham.
. Konfirmasi pencatatan saham yang dikeluarkan Direksi untuk saham --

yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus——




‘ a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau-

Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang -—--—-—

bersangkutan; e
b. Tanggal pengeluaran konfirmasi Pencatalan Saham; —

¢. Jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan

‘ Saham;

d. Jumlah nilai nominal saham vang tercakup dalam Konfirmasi ——

| Pencatatan Saham; i ——————
‘ e Ketentuan bahwa seliap saham dalam penitipan koleklif dengan —

klacifikasi yang sama adzalah sepadan dan dzpat dipertukar anlare

satu dengan yang lin;————m—r—————— —

‘ . Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan--——--

Konfirmasi Pencatalan Ssham. i

SURAT SAHAM PENGGANT] e

1.

2.

B

Pazal 7 s

Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka

penggantian suraf saham tersebut dapat dilakukan jika: -~

a. Pemilik surat saham mengajukan permohonan penggantian sahan

‘ secara tertulis kepada Direksi Perseroan; dan
. b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. ——-—-——--—
Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setefah -

memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama deng

nomor surat saham asli.
Apabila surat saham hilang maka penggantian surat saham tersebut-
dapat dilakukan jika :

a. Pemilik surat saham mengajukan permohonan penggantian sahan

secara tertulis kepada Direksi Perseroan;
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisiar

Republik Indonesia atas hilangnya surat sa ham tersebut; dan-—

¢. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham

memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi



=~
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Ferseroan, dan

‘ d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah——

diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan-

dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari

sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaflar pada Bursa --

Efek di Indonesla berlaku peraturan perundang-undangan di bidang-—-
FPasar Modal di Indonesia, dengan ticak mengurangi peraturan

perundang-undangan lainnya yang berlaky, ———-e—e—vr-—
Selelah pengoanti sural saham tersebut dikeluarkan, maka asli sural —-

e e ————

saham lidak betlaku lagi terhadap Perseroan.

Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat sgham ilu ditangaung

oleh pemegang saham yang berkepentingan.--

. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi———

pengeluaran pengganti surat koleklif saham atau pengganti konfirmasi-

pencatat saham. -

~—————-DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS ————

Pasal 8

1.

2.

Perseroan wajib mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar ——

‘ Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

Dalam Daftar Pemegang Saham itu tercatat:
a. Nama dan alamat para pemegang saham atau Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh-

pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan-—

Penyelesaian,;

b. Jumlah, nemor dan tanggal perolehan surat saham atau surat -——--

Kolektif Saham yang dimiliki para pemegang saham,;

¢. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai--—-

hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; —-

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; Dan -



‘ {. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau -——
‘ diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. ——

‘ 9 Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham

angootz Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam—-—--
Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham tu-———

diperoleh, - - - RSTI EE L -

4. Pemegeng saham yang namanya fercatat dzlam Dafiar Pemegang—-
Salan stau Daftar Khusus harus memberitahukan setiap perpindahan
tempat finggalfalamat dengan surat kepada Direksi Perseroan secard -
terlulis atau kuasanya yeng sah (Biro Administrasi Elek yang ditunjuk-
oleh Direksi). Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, mala segale
pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah —

sah jika dialamatkan pada alamal pemegang saham yang paling akhir-

dicatat dalam Daflar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.----

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di-
kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah-—
berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang —-

berkaitan dengan pemegang saham yang bersangkutan, pada waklu -

jam kerja dan hari kerja di Kantor Perseroan.
\ 6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan--
semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham —-——

berdasarkan paratilran perundang-undangan yang berlaku dengan—

memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini
l 7 Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham haru
disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan
atas perubahan tersebut, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan
Komisaris Utama atau oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk ole

Rapat Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk—

oleh Rapat Dewan Komisaris atau Biro Administrasi Efek yang ditunju

oleh Direksi.

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada -
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Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam --
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendafiaran atau -
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk catatan

mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, penggunaan dengan-——
gadai atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan-
atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ——
untuk sgham yang terdaftar pada Bursz Efek di Indonesia, dengan —

tidak mengurangi peraturan perundang-undangan lainnya yeng ————

berlaku. 2 =

: e PENITIPAN KOLEKTIF -
s e Raca] 8 =

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -——
Penyelesaian harus dicatat dalam Dafiar Pemegang Saham Perseroan
atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk

kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga ——————

Penyimpanan dan Penyelesaian. —
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atay —————
Perusahaan Efek yang dicatat dzalam rekening Efek pada Lembaga—-
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian —

atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan

pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -

merupakan bagian dari portofolio Efek Reksadana berbentuk kontrak —
investasi kolektif pada lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka

Perseroan akan mencatat saham tersebut dalam Daftar Pemegang —

Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan
segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak-—

investasi kolektif.

4, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau Konfirmasi Pencatatan —-—

Saham kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian



—

6.

_ Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam

sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bulkti——

pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Persergarn, —=-=-———-—--

 Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penilipan Koleklif yang —

terdafiar atas nama Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian alau —
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolekli
dalzm buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama--

pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -—

otz Bank Kustodian dimaksud, --—s—=——-—""
_Permohonan mutasi ditampaikan oleh Lembzaga Penyimpan dan-———
Penyelesaian alau Bark Kustodian digjukan secara tertulis kepada-—
Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang dilunjuk Perseroan. —---—
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ——
Peruszhaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang——--—
bersangkutan wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham -———

kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam—

rekening Efek. - -—
Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang-
sama, yang diterbitkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah-

sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.--—

. Perseroan wajib menolak pencatat mutasi saham ke dalam Penitipar

Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali —-
pemegang saham yangd meminta mutasi dimaksud dapat memberika
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adala
benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah-

tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. =——-

Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, dilekatkan da

sita berdasarkan penetapan Pengendalian atau disita untuk—-—

pemeriksaan perkara pidana.

‘ 10.Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan—

Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat—




13,

"14.

Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang

Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang ————
dimilikinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan —-

jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut. ———--- ——eee

.Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam ——

Rapat Umum Pemegang Saham adalzh Pihak yang namanya lercatat--
sebagai pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau —e--— —
Perusahaan Efek selambatnya 1 (salu) hari kerja sebelum-—————

pemangailan Rapat Umum Pemegang Saham, —————————

.Bank Kuslodizn dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daflar-—e——

rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiiiki oleh——
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kuslodian dan——-——
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -—-———
Penyelesaian unluk selanjutnya disershkan kepada Perseroan paling—

lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanagilan Rapat Umum —

Pemegang Saham, —-—-ser— s e e
Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat—
Umum Pemegang saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -——
pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari porlofolio Efek -——
Reksa dana berbentuk Kontrak Investiasi Kolektif dan tidak termasuk-—
dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ——————
Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu)

hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang

Saham.
Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan-
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga-
Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham

bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada




l rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -

15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain

sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian alas -
saham dalam Penitipan Kolektil pada Bank Kustodian yang merupakan

bagian dan tidak termasuk dalam penitipan Kolektif pada Lembaga —

Penyimpanan dan Penyelesaian. --
Baias wakiu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak uniuk--
memperoleh dividen, ssham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan -

dengan pemilikan seham dalam Penitipan Kolekif ditentukan oieh -——

dan Peruszhaan Efek wajib menyampaikan daflar pemegang rekening
Efek beserla jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing———-—--
pemegang rekening Efek tersebuit kepada Lembaga Penyimpanan dar
Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi yang menjadi
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh —
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya-————
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelal

tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berha

untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya

tersebut.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik-—-
semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus —
tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari ———
pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar ——

Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari-

pihak yang berwenang.

_ Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hi

yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima--

pemindahan atau wakil mereka yang sah dalam transaksi atau




terpenuhi.

berdasarkan lain-lain surat yang menurut pendapal Direksi dianggap-—

cukup membuktikan pemindahan itu lanpa mengurangi ketentuan

dalam Anggaran Dasar ini. —
Akla Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus —
berbeniuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapal diterima oleh—

Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan

ketentuan behwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat -
pada Bursz Efek di Indonesiz harus memenuhi peraturan perundang- -
undangan vang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Pemindahan hak atas seham yeng tercatat dalam rekening pada——-—

Penilipan Kolekiif dicatat sebagal mutasi antar rekening, ataupun

sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas —

nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening

dzlam Penifipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas -

pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud -

dalam Fasal 8 ayat 7 di alas.-
Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua

ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -—

Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daflar Pemegang Saham yang-

bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus
ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris--
Utama atau apabila salah seorang atau keduanya berhalangan hal -—-
mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga maka oleh seorang ——-
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan/atau seorang-—---
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris--
atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi, —————-

Direksi dengan memberikan alasan unfuk itu, dapat menolak untuk —-

mendafiar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang
Saham apabhila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau—

apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak—




[ 8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas -——-

saham, maka Direksiwajib mengirim pemberitahuan penolakan—-—
kepada pihak yang akan memindshkan haknya dalam waktu 30 (tiga -
puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendafiaran itu diterim.

aleh Direksl. - e

. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di-———

Indonesia, setiap penolakan uniuk mencalal pemindahan hak atas —
saham yang dimakeud harus sesuai dengan peraturan perundang- -—

undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan—-—

|10

11

neraturan Bursa Efek di tlempat saham-seham Perseroan dicatatkan. -
Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa
Efek sebelum tanagal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum -———-

Pemeaang Saham, untuk meneiapkan nama para pemegang saham:

yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud. --—-

Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibal kematian—-—

seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang--
menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, denge
mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-wakiu disyaratkan oleh

Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didafita

sebagal pemegang saham.
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima-

baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran-——

Dasar.

12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesi

dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan ~—
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan —-—--

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta——
|
ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan—-

J

dicatatkan. 1

13, Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasa

yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham harus



berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak—

menurut ayat 11 dari Pasal ini.
S DIREKSI

. Pasal 11
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang---
kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapal-—
diangkat sebagal Direklur Utama, bilamana diperiukan dapat diangkat-
seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yana lzinnya diangkat -—

sebagal Direkiur, dengan memperhatikan peraluran yang berlaku di-——

bidang Pasar Modal. o S sas
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang -
memenuhi persyaratan pada szat diangkal dan selama menjabat | —

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; —--—-————-

b. cakap melakukan perbuatan hukum; .

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat -

- tidak pernah dinyatakan pailit; -

- tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan--

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perusahaan dinyatakan pailit;
‘ - fidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang-—-—

merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan-—

sektor keuangan; dan

| - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan—

Komisaris yang selama menjabat :

——————

. (i) pemnah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

(i) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau—
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS-—
atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai -
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada -
RUPS; dan -

(iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, ——-




persetujuan, atau pendafiaran dari Otoritas Jasa Keuangan
tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan l@ahunar
danfatau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuanga

1 d. memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang--=—--—-—-

| undangan; dan -—-—s-e——--

‘ e. memiliki pengetahuan dan/alau kezhlian di bidang yang dibutuhke

| PBISEIDE N rmmm—rrie s i - .
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Pamenuhzan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib -
dimual dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

Dan surat pernyaiaan dimaksud wajib ditelili dan didokumentasikan -

gleh Perseroan.———— e o
‘ 4, Para anggola Direksi diangkat oleh RUPE, masing-masing untuk-——
jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Tahunan -
Pemegang Saham yang ketiga setelah pengangkatan anggota Direk:
yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ~————

memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaklu-waktu, ——--———

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang

memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal—-—-—-—

pemberhentiannya ditentukan lain oleh RUPS,
Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangka

kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
‘ 5. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi tersebut ———
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam-
RUPS.
| b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud-

pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang
bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggoia-

Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan —

Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh-——
RUPS.




l c. Kepulusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah-

¥ .IF L

a.

ld

yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. -
pemberhentian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak -
diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkebaratan atas —-
pemberhentian tersebul. Pemberhentian demikian berlaku sejak —
penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya kecuali bila
tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.————
Anggota Direksi sewskiu-waktu dapat diberhentikan untuk -

sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan -—--

alasannya. — : s

Femberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butlr 8 —

diberitahukan secara teriulis kepada anggota Direksi yang -

bersangkutan diserial alasannya. e
Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak ——-

berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ———

anggaran -dasar ini. —-eeemeeem-

. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari——

kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus

dilakukan pemanggilan RUFS.
Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d anggota Direksi -
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam -

Rapat apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara--—-—-—-

tersebut hadir dalam Rapat.

RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian ——-

semenlara tersebut.

. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian

sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk

seterusnya.

Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut——-
tidak hadir dalam Rapat maka anggota Direksi yang diberhentikan --

sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk —



membela dirinya dalam Rapat, dengan demikian anggota Direksi
yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan ——
RUPS. —em e

“:fjf Dt J_r-f""}" [ i Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah -

S—

tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada -
butir d ayat ini tidak dilakuan pemanggilan RUPS, atau RUPS tid:

dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara—

anggota Direksi tersebut menjadi batal, ——— e
‘ 8. Para enggoiz Direksi dapal diberi gaji lap-tiap bulan dan tunjangan -
lainnya yang jumiah maksimumnya ditentukan oleh Rapat Umum —
Pemegang Saham dapzl dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. —
I 8. Apabila jebatan anggota Direksi lowong karena sebab spapun yang-
mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, -~
maka dalam jangka waklu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi —

lowongan, harus diselenggarakannya RUPS uniuk mengisi lowongar

it
-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowengan ——

tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang ————

jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
10. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -

lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak —

terjadinya lowongan tersebut harus diadakannya RUPS untuk

mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus ol

Dewan Komisaris.
11.Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa

penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, —
maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan -

menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang -

serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.
\ 12.a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatann

dengan memberilahukan secara tertulis mengenai maksudnya -
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tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari ———-

sebelum tanggal pengunduran dirinya. -

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran dirl anggota Direksi dalam jangka wakiu-

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surai -

pengunduran diri tersebul.
Kepada anggola Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana --—-
tersebut di atas telap dapat dimintakan pertanggungjawabannya-—
sgjak pengangkalan yang bersangkutan sampal dengan tangaal —
pengunduran dirinya, dglam RUPS tersebut.————————
Sebelum pengunduran dirf berlaku efeklif, anggota Direksi yang-—-—
bersangkuian telap berkewajiban menyelesaikan tugas dan -

{anggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar [ni dan ———

peraluran perundang-undangan vang berizku.

Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan-

diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.——-———

| 13. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka ——

14.Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga

a.
b.

c.

wakiu sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 (b) Pasal ini, maka -

Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

tersebut.
| 15.Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota-—

mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur
pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila------
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang -

baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi--

Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 12 (a) Pasal ini;—

Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
| berlaku;

Meninggal dunia;




d. Masa jabatannya berakhir; - -
e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS,

f. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan---

surat penetapan pengadilan.--
TUGAS DAN WEWENANG DIREKS!|—

I eSS TR | L ) 4 - -
1. Direksi berlanogung jawab penuh dalam melaksanakan lugasnya----—

untuk kepentingan Perseraan dalam mencapai maksud dan fujuannya.

Tugas pokok Direksi adelafy © =-——- -

a, Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan {ujuan

Pelserogn; ————————=————=--=== —e T
h. Menguaszal, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; ——
¢, WMenyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan -

Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris uniuk -

memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum

dimulainya tahun buku yang akan datang.

d. Membuat, memelihara dokumen yang diperlukan sesuai dengan—

peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk daftar

pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat—

Direksl.
‘ 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung --
jawab menjalankan tugasnya dengan menerapkan manajemen risiko -
dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan

usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesu:

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.—-—

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepad
J

pemegang saham melalui RUPS.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan—

menaikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan

Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -«




kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan—

bahwa untuk:——---

8.

Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam —
hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah-——

dibuka) apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan -——-

jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

. Memperoleh danfaiau membeli, mengasingkan dan/zizu menjual, —

menggadaikan, memberati dan menjaminkan barang-barang fidak-

bergerak kecuali delam kerangka kegiatan usaha seharn-hari-——-——-—

Perseroarn, e S —————

Mengikat Perseroan sebagai penjamin (Borg/avalist), ——-—————

. Melepaskan hak atas atau mengagunkan barang tidak bergerak, —

termasuk hak atas lanah atau perusahaan-perusahasn dengan ——

cara apapun juga untuk jumlah kurang dari 1/2 (satu per dua) dari-—

aset yang lercalal dalam neraca dan perhitungan laba rugi -
Perseroan yang telah disetujui dan/atau telah disabikan oleh Rapat—
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan baik dalam satu ——

transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri maupun yang

berkaitan satu sama lain; -

Membeli jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan
seseorang, badan hukum atau perseroan apabila jumlah jaminan—-
atau tanggungan tersebut kurang dari 1/2 (satu per dua) dari aset —
yang tercatat dalam neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan —-

yang telah disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat Umum -

Femegang Saham Tahunan Perseroan baik dalam satu transaksi —

atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang-—--——-—

berkaitan satu sama lain;
Menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta

kekayaan Perseroan untuk jumlah yang kurang dari 1/2 (satu per -
dua) dari aset yang tercatat dalam neraca dan perhitungan laba——

rugi Perseroan yang telah disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat —



Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan baik dalam satu —

transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang

berkailan satu sama lain; —
‘ g. Membuat, mengubah, mengakhiri atau membatalian perjianjian ——
manaiemen (management zgreement) dan/atau perjanjian bantuan -

teknik (fechnical assistance agreement) dan/alau perjanjian lisensi--

(licensing agreement), —- - - - P,
\ h. Memberi kuasa kepada seorang untuk mewzkili Perseroan di-———
| hadapan suatu badan perzdilan atau pencangkatan arbiter, ————
mendiriken atau turul mendirikan atau turul sens pada peruszhazn-
perusahaan atau badar-badan laln yang tujuannyz sama atau——

hampir bersamazn dengan tujuan Perseroar ini, baik berupa usahz

—mm—

joint venture maupun berupa Joint enterprise;————————

-disyaratkan perselujuan teriulis atau transzksi yang bersangkutan --—

harus ikut ditandatangani oleh Dewan Kamisaris —
l 4. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan
hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima
puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi -
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi —
harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang -
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling ——
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) -

bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam-

Rapat.
-Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang -
ditentukan tidak tercapai, maka Rapat kedua diselenggarakan paling-
cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh sat
hari setelah Rapat pertama, tanpa didahului pengumuman Rapat.-—

-Pemanagilan Rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ===

sebelum Rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan-




dan tangaal Rapat, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak periu

dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat
kedua tersebut harus dihadiri atau diwakill para pemegang saham —-—-—
yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah --——
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dan 3/4 -

(tiga per empat) bagian dari jumiah suara yang dikeluarkan secara sah-

dalam Rapat.—- - -

-Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapal Umum Pemegang Saham -
kedua tersebul jugs lidak tercapal, maka alas permohonan Perseroan, -
kuorum kehadiran, jumiah suara uniuk mengambil keputusan, ——-——

pemanggilan dan waktu penyelengozraan Rapat Umum Femegang —

Saham ditetapkan oleh Kelua Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan atau inslansi yang bernwenang dan/atau

pengaantinya. Brtrrer =
. Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum untuk mengalihkan ———
atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas —
haria kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayal 4, ——
dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di-

tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari————

terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat-—
benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota—
Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan
ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum --—
Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang

saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana —

yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat 9 di bawah ini.
. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan ——
dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan-
akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan-—-—

mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan



seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh——

Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan --—

dalam ayal 6 Pasal ini. — s

Dalam hal teradi benturan kepentingan, anggota-Direksi dilarang ———
menaambil tindakan yang dapat merugikan alau mengurangi —————

keuniungan Perseroan dan wajib mengunaka pkan benturan —-———-——-

kepentingan dimaksud -dalam setiap keputusan.—s————————"""
& =.2 (dua) anggota Direksl bersama-sama berhak dan herwenang-———

herindak unfuk dan &las nama Direksi gerla mewakili Persefosi—

dengan ketentuan: —- - - i

(2) Direktur Utama bersama dengan seorang VWakil Direktur Utama

| (ks clangkat); @tan —mrmnre e

(b) Direktur Uama bersama dengan seorang Direktur,-—————- -
| g, Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi uniuk perbuatan lertent
berhak pula mengangkal seorang atau lebih sebagai wakil atat———
kuasanya dengan syaral yang ditentukan oleh Direksi dalam suall —

sirat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan —

sesuai dengan Anggaran Dasar. -—-
-Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengar

Anggaran Dasar adalah tidak sah.
10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan —
oleh Rapat Umum Pemegang saham dan wewenang tersebut oleh—

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan -

Komisaris.

RAPAT DIREKSI

— —Pasal 13—

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali —
dalam 1 (satu) bulan dan/atau dapat dilakukan setiap wakiu : —-——
a. apabila dipandang periu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -

Komisaris; atau -—




c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang ----

|2

1

saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau —
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.——-——
Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ==

berhak mewakili Direksi menurut keteniuan Pasal 12 Anggaran Dasar. -

. Pemanagilan Rapat Direksi harus disampalkan dengan sural fercatat -

atau dengan surzl yang disampaikan langsung kepada setiap anggota -
Direksi dengan mendapat tanda terima aiau dengan {elegram, lelex, —-
faksimile yang ditegaskan dengan sural tercatat sekurangnya 3 (figa)—

sebelum Rapal diadakan, dengan lidzk memperhitungkan ianggal ——

pemangailan dan tanggal Rapal.- . e
-Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan--—
jangka waklu pemanggilan fiv dapat dipersingkat menjadi tidak kurang -

dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan langgal pemanggilan —

dan tanggal Rapat.- —

. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acars, tanggal, waklu —

dan tempat Rapat.—

. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat-—

kegiatan usaha utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempal

di mana saham Perseroan dicatatkan..

-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemangailan

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat
diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia—

dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan —-———

mengikat.

. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama -

berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana —--
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan-—-
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh
Rapat Direksi.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya ——



8.

l oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan sural kuasa.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah -

dan mengikat apabila lebil dari 50% (lima puluh persen) dari jumiah —

anagota Direksi hadir 2tau diwakili secara sah dalam Rapat.

. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ——

untuk mufakat. —--- s e e
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -
|

lercapal maka keputusan diambil dengan pemunguian suarg —-————

berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (limapuluh persen) dari —--

jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalem Rapal. —————

\ 10, Apzbila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka -

T1.

|
| Ketua Rapat Direksi yang axan menentukan. — e
a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 {satu) -

cuara dan tambahen masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap —

anagota Direksi lzin yang diwakilinya.——- -

‘ b, Pemungutan suara mengenai difl orang dilakukan dengan suara—
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -———
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat-

menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbany:

dari yang hadir.
‘ ¢. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama

dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam

Rapat.

\ 12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dala

Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kem udian harus --
ditandatangani oleh Ketua Rapat untuk memastikan kelengkapan dar
kebenaran Berita Acara tersebut.
_Berita Acara Rapat Direksi ini merupakan bukti yang sah untuk para

anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang---

diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadak:




14.

Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah

diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan
semua anggota Direksi memberikan perselujuan mengenaj usul yang --
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut —-

kecuali Rapat yang diadakan untuk memutuskan mengenai iransaksi —

yang mempunyai benturan kepentingan dengan anggata Direksi.-
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan—

yang sama dengan keputusan yang ciambil dengan sah dalam Rapat -

Direksi, — e

Direksi juga waiib menyelenggarakan Rapat dengan Dewan Komisaris —
sekurang-kurangnya 1 (salu) kali dalam 4 (empal) bulan.—————————— —
Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, -
penyelengoaraan, pelaporan dan publikasi Rapal Direksi Perseroan——
juga dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan-

di bidang Pasar Modal.----—

DEWAN KOMISARIS

——Pasal 14

. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dewan ———

Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota-—-— -

Dewan Komisaris seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
Komisaris Utama, seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama (jika ——

diangkat) dan seorang atau lebih Komisaris, dengan memperhatikan —

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

-Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen atau

Komisaris lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat——

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk-—

menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris,——————-

Selain memenuhi ketentuan tersebut di atas, Komisaris Independen-——-



—

celama menjabat waijib memenuhi persyaratan sesual peraturan --

perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal ————-
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang-———
Saham masing-masing untuk jangka wakiu sampai dengan penulupan -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah —
pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ——
memberhentikanriya sewaktu-wakiu dan menyebutkan alasannya-——-—
setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi-———————
kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebul.——e—————r-
_Pemberheniian demikian berlaku sejek penutupan Rapat yang——
memutuskan pemberhentian tersebul kecuali bila tanggal——————
pemberhentian yang lain ditentukarn oleh Rapat tersebul. ~———eerr—r

Angaota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat

diangkat kembali, -
Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang -
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. —--———
Apabila Jabatan anggota Dewarn Komisaris lowong karena sebab--—-
apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris Kurang
dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari

setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk ——

mengisi lowongan itu.
-Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan —-

tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yan

jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari-—

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksLe

tersebut kepada Perseroan paling lambal 30 (tiga puluh) hari sebelur

tanggal pengunduran dirinya.
-Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -——-
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jang

waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya sur




.Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

pengunduran diri tersebul.

-Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan dirj--—-——-——

sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan
pertanggungjawaban sebagai angoota Dewan Komisaris hingga saal -—

pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.—

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapal Umum
Pemegang Szham dalam jangks waklu sebagaimana dimaksud dalam-
ayat 7 Pasal ini, maka dengean lampaunya kurun waktu lersebul, ————

pengunduran diri anggola Dewan Komisaris menjadi sah tanpa ———

memerukan persetujuan RUPS. - 2

Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan dirl sehingoa
mengakibatkan jumlah angoota Dewan Komisaris menjadi kurang dari-
yang diatur pada ayat 1 Pasal inl, maka pengunduran diri tersebut sah -
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telzh diangkat anggota Dewan

Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlahi—

anggola Dewan Komisaris tersebul —————

a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini; -

c. Tidak lagi memenuhi persyaralan perundang-undangan yang-

berlaku:

d. Meninggal dunia;

e. Masa jabatannya berakhir;
f. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS;

g. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan—

surat penetapan pengadilan.
: -—-~TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung —

jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya-——

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha-



a3

Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.---

Selain itu Dewan Komisaris wajib melakukan tugas yang secara———

khusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar, peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan —
RUPS- - -

Dewan Komisaris wajib melaksanzakan tugas dan tanggung jawab

secara independen dan wajib menerapkan dan memasiikan -— ————
pelaksanazn manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate-

Governance dzlam setiap kegiatan uszha Perseroan pada selurul —

lingkatan atau jenjang organisasi. - - e e e
Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun se ndiri-sendiri-
selizp wakiu dalam jam kerja kantor Perserozn berhak memasulki--——-—
bangunan dan halaman atau tempal lain yang dipergunakan atau yang-
dikuasai oleh Perseroan dan berhiak memeriksa semua pembukuan, -
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa, mencocokan keadaan uang -—
kas dan lain-lain serta berhiak untuk mengetahui segala tindakan yang-
telah dijalankan oleh Direksi. -

Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan

tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap wakiu berhak-
memberhentikan untuk sementara seseorang atau lebih anggota-—-—-
Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak -—-

bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis-

kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah—
pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk —

menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah
anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya ata
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota——




Direksi yang diberhentikan diberi kesempatan untuk hadir guna-

membela diri.
Rapat lersebut dalam ayat 5 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama -
dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada —
pihak lain, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris
lainnya vang ditunjuk untuk ity oleh rapat {ersebul dan apabila tidak —
ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin—
oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antarz mereka yang hadir

dan pemanggifan Rapat harus dilakukan sesuai dengen kelentuan——

yang termaktub dalam Paszl 21 di bawah ini, ———————meeee
Apabila RUPS tersebui dalam ayat 7 Paszal ini tidak dizdakan dalam —
janaka wakiu 20 (sambilan puluh) hari selelah pemberhentian ————

sementara itu, menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan-——

berhak menjabat kembali jabatannya semula. e

.Apabila seluruh anggota Direksi diberheriikan untuk sementara dan —-

perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk —
sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal
demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara—

kepada seorang alau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka--

bersama.
RAFPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling ——

kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara ——
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan,-—---—-=—-
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana--—-—-—--

dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 2 (dua) orang anggota-

Dewan Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis oleh Rapat

Direksi atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas

permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki —-



apthDHAS,
b

sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham-—-

dengan hak suara yang sah.

\ 3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama-—

dalam hal ia berhalangan oleh salah seorang anggota Dewan -———--—

Komisaris lainnya
l 4. Pangailan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada seliap ~————

anggota Dewan Komisaris secara langsung, giaupun dengan surat —-——

lercatal denaan mendapat tanda terima yang layak, alsu dengan

lelegram atau telefax atau faksimili vang segera ditegaskan dengan-—
| aural tercatal sekurangnya 7 (lujul) hari dan dalam hal mendesak -~
sekurananya 3 (liga) hari sebelum Rapal diadakan dengan tidak -
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggel Rapal.— e

‘ 5. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, wakiu dan-—

tempat Rapat .- e -
‘ 6. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau
tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau ditempat kedudukan ---
Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. —
-Apahila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, ————
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan

Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil——-

keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal-—----
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak —
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris —
akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang hadir.

| 8. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapa’

Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris -—-——

lainnya berdasarkan surat kuasa.
‘ 9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat hanya apabila lebih dari 50% (limapuluh persen) dari —

jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau—
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‘11‘-

‘12

|

.Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan —

diwakili dalam Rapat.

musyawarah untuk mufakat.
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak —
tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suzara sefuju lebih dari —

50% (limapuluh persen) dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam-

Rapat. R

.Apabilz suara yang setuju dan lidak setuju berimbang, maka Ketua——-
Rapal Dewan Komisaris yang akan menentukan, ————————————-
.a. Seliap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhzk mengeluarkan -
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suarz uniuk setiap anggola-—

Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat—-—
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemunaulan suara--

mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketluz Rapat—

menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ~—-smemee--
¢. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan--

secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -———

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

} 13.Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah lanpa--—--

mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua —

anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul —

vang disajikan secara tertulis serta menandatangani persetujuan-

tersebut.
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan -

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -

Dewan Komisaris.

14. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama

Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) ————

bulan.



RENCANA KERJA, TAHUN BUKU

DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17 e

2

3.

_ Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai —

dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yang sama. --------

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. --———

Direksi menyampaikan rencanza kerja lahunan yang memuat juga

anggaran lahunan Perseroan kepada Dewan Komisarns untuk--s—-eee—-

| mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya——

tahun buku yang akan datang. ———————————————
-Rencana kerjz tahunan tersebut harus disampaikan paling lambat 30 --
(tigz puluh) hari, sebelum dimulzinya tahun buku yang akan —

datang, dengan memperhalikan peraluran perundarg-undangan dan —

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal -

Direksi dalam waktu paling lambat 4 {empat) bulan setelah tahun buku -

Perseroan ditutup menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya
memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rug|
tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan -
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah-—-
diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan-—
atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, serta telah-——-—
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan -

Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan-

dan pengesahan dalam RUPS Tahunan.
-Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang-————
saham di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemangailan Rapal-
Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan tanggal Rapat—-—-
Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, dengan jangka —

waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan-—

dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Maodal.
Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 —-l



Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan ~--—-—--

Tahunan tersebut dan uniuk keperluan mana dapat diminta bantuan —

tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib

memberikan kelerangan yang diperlukan.

5. Laporan tahunan ditandztangani oleh semua anggota Direksi dan
Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan ——--
Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebul, harus ——---
disebutkan alasannya secara terlulis, dalam hal anggota Direksi ~—-——-
dan/elau anggota Dewan Komisaris lidak manandatangani dan tidak —-

memberikan alasannya maka yang bersangkuizn dianggap telah ——--

menyetujui isi laporan tahunan.-- e
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi --——-
Perserpan dalam sural kabar harian berbahasa Indenesia yang————

berperedaran nasionzl, dengan memperhatikan peraturan perundang—

undangan di bidang Pasar Modal. —-
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:

| a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud-

dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.

| b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam

Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa yaitu Rapat Umum yang diadakan sewaktu-wakiu ----———-

berdasarkan kebutuhan.

|. 2. lIstilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat—

Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

‘ 3. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan —
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului-

pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS dengan-———

memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --- ------



Modal dan anggaran dasar Perseroan; reie

. Setelah penyelenggaraan RUFPS, Perseroan wajib membuzt risalah —

RUPE dan ringkasan risalah RUPS serla mengumumkan ringkasan —
risalah RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangar

di bidang pasar modal dan anggaran dasar Perseroan;————-—-—--

RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM TAHUNAN ———

2.

Pasal 19

. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun

dalam jangka waktu paling lambzat 6 (enam) bulan setelah gitutupnya -

lahun buku Ferseroan. ——

Dzlam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - ——e—meees
a. Direksi mengajukan |laporan keuangan yang terdin dar sekurang- -
kurangnya neraca dan perhilungan laba rugi dari tahun buku yang
bersangkulan serla penjelasan atas dokumen tersebut dan yang-—-

telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdafiar harus diajukan--

untuk mendapat persefujuan dan pengesahan Rapal, ———-weeeeee
b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan -——-
jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang—-

bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai

perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan —
utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serda—-—
rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang-————————

mempengaruhi kegiatan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewar

Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat.

Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar.
Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan —

e & o

—+
H

Komisaris Perseroan.

g. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan sebagaimana —



mestinya dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan dalarm-—-

Anggaran Dasar.
. Pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung —
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi---
dan Dewan Komisaris alas pengurusan dan pengawasan yang telah-—
dijalankan selama tehun buku yang lalu, sejsuh findakan tersebut-———-
tercermin dalam perhilungan tahunan kecuali perbusatan penipuan alau
penggelapan, —mmM———vee————————- ——
. Apabila Direksi stau Dewan Komisatis lzlai untuk menyelenggarakan—
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selelah lewat wakiu 60 ————
(@nam puluh) hat tlerhitlung sejak surat permintaan itu dilerima oleh -—--
Direksi atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham berhaks--——eee-
memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan alas ——

biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Kelua Pengadilan Negeri—

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-———————-

- Pasal 20

. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat-—-
Umum Pemegang Saham Luar biasa sewakiu-waktu berdasarkan ——
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat -

Umum Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan memperhatikan—

peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas ---
permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang -
saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per

sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -—-

sah.
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan kepada Direksi dengan

Surat Tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan—
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5.

diseriai alasannya, ——

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -—

ayal 2 tersebut di atas harus:

(a) dilakukan dengan itikad baik;

(b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

(c) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
(d) disertal dengan alasan dan bahan terkait hal yana harus diputuskan

dalam RUPS: dan ————

() tidak hertentangan dengan Peraturan Ferundang-undangan dan —

‘ Anggaran Dasar.Perseroan. —————--

. Penyelenggaraan RUPS Persersan atas permintaan pemegang saharm

sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilaksanakan dengan --——-

memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

D

dan anggaran dasar Perseroan.
Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan -
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, wajib tidak mengalihkan -
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam}-—
bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi-—
oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pengadiian.—

TEMPAT DAN PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia, —

tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:

(a) tempat kedudukan Perseroan;
(b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;—---———--

(c) ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan —

=
(dl

usaha utama Perseroan; atau }

provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Ii'-‘F:rse-,n::uan_i
dicatatkan. I

. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata




acara rapat kepads Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari -
kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan—

tanggal pengumuman RUPS, Mata acarz rapat tersebut wajib

diungkapkan secara jelas dan rinci——-

(]

Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapal sebagaimana -

dimaksud padza ayat 2, Perseroan wajib menyampaikan perubzhan-—

mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat-—

pada saat pemangailan RUPS. — - R
|4, Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empal belas) hari ——--
kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan
tangaal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS, yang dilakukan
dengan memasang iklan dalam surat kebar harian berbahase Indonesia
yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi sertz

dengan memperhatikan perafuran perundang-undangan di bidang ———

Pasar Modal. - - i i

5. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, -

Pemangailan RUPS harus dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh

satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUFS, yang —-——

dilakukan dengan cara memasang iklan dalam surat kabar harian-—-—--

berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana

ditentukan oleh Direksi serta dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. - -

‘ 6. a. Pengumuman RUPS paling kurang memuat :
i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;——

ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata —

acara rapat;

ii. fanggal penyelenggaraan RUPS; dan -

iv. tanggal pemanggilan RUPS.

| b. Pemanggilan RUPS paling kurang harus memuat informasi :

i. tanggal penyelenggaraan RUPS;
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ii. waktu penyelenggaraan RUPS;

iil. tempat penyelenggaraan RUPS;

iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;—
mata acara RUPS termasuk penjelasan atas seliap mata acara-

lersebut: dan—-———————

‘ v. informasi yang menyatakan bahan terkail mala acara RUPS-—-—

lersedia bagl permegang saham sejak langaal dilakukannya ———

| pemanggilan RUFE sampaidengan RUPE diselenggarakan.—
‘ c. Ralat pemanagilzn alzu pemanggilan ulang wajib dilaksanakan jika
{terdapat perubahan inforrmasi dalam pemanogilan RUPS yang tela!
dilzkukan berdasarkan huruf b di ates dan pelaksanaan ralat——-
pemanggilan atzu pemanggilan ulang dilaksanakan dengan—-—
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar-—

Miodal.

d. Ketentuan penyelenggaraan dan talacara pengumuman serta -
pemanggilan RUPS selain mengacu pada ketentuan Anggaran-——

Dasar ini, juga wajib memperhatikan ketentuan peraturan ———

perundang-undangan di bidang Pasar Modal, -
7. Jika kuorum Rapat tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS kedua, -
RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan palin
lambat 21 (duapuluh satu) hari kalender dari RUPS pertama, tanpa—

didahului pengumuman Rapat.
Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan selambat-lambatnya dalam
7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan-
dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama fetapi tidz
mencapai kuorum, kecuali RUPS untuk memutuskan hal-hal yang -—

berbenturan kepentingan. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan

selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kalender sebelum -—
tanggal RUPS kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah-——
diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum,—----—

Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan cara memasang iklan -—



dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -——-

nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi serta dengan -—-——-———

memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal. —eeeesmm e o

8. Apabila semuz pemegang saham hadir danfatau diwakili dalam RUPS, -
pengumuman dan pemanggilan teriebih dahulu tidak diperlukan (asal-—
saja semua -pemegang saham menyetujui hal itu) gan Rapatl dapat —---
diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan -————-
berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikal. ~——emremee
9 Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan delam acara Rapat -

Limum Pemegang Saham apapilal ————————s—rr———r

a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara teriulis kepada
Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki —

sedikilnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumizh saham -—

dengan hak suara yang sah. e

‘ b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7-——

(tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang
bersangkutan di keluarkan.

‘ ¢. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung—-

dengan usaha Perseroan.
PIMPINAN DAN BERITA ACARA-—
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 22

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat—

Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua
anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat—
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak--—-
hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham——-———

dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum



Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum-—

Pemegang Saham. —
-Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan —-

Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Ssham, maka Rapat-——
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggola Dewan Komisaris—

lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk -

plell Dewan KomiSars e e —————
-Apzbila semua anggola Dewan Komisaris mempunyai benturan-——
kepentingan, maka Rapal Umum Pemegang Saliam dipimpin oleh-—
salzh satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu—
Direkiur yang ditunjuk cleh Direksi mempunyei benturan kepentingan
atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

maka Rapal Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi-

yang lidak mempunyai beniuran kepentingan. —
-Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, —
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang ——
pemegang saham Independen yang ditunjuk oleh pemegang saham —
lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ——-ser
Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus —

membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat yaitu sesual—-—

dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi pada waktu
pemanggilan Rapat yang demikian dengan ketentuan untuk saham--—
yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan ——--
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal d

Indonesia.
Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -

Pemegang Saham, Perseroan waijib :
a. membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.———--——
b. Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling

l sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan olef
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peserta RUPS. - -

menyampaikan risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan ——

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS-———————

diselenggarakan. g

mengumumkan ringkasan risalah RUPS kepada masyarakat

melalui -—————— -

i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang-—
barperedaran nasional sebagaimana ditentukan cleh Direksii——

fi. situzweb Bursa Efek; --—se- e

iil. situs web Persaroan, dalam bahasa Indenesiz dan hahasa—— -

|r|j_;[gri5‘I i e LTI e
iv. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi Peraturan Pasar Modal—-
dan peraturan-perundang-undangan lainnya seris peraturan——

Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham -———

Persgroan dicatatkan . ———— e o e

I 4. Penandatanganan yang dimaksud pada ayat 3 huruf b tidak disyaratkan

|5

sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
—_ e KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

apabila risalah dan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham--
dibuat dalam bentuk akia berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.—-
Risalah Rapat yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam-—
ayat 4 dan 5 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua-——
pemegang saham -dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala —--

Pasal 23

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila-—-—--
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu —-
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-

sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kecuali apabila

ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini,
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak——

tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum
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Pemegang Saham kedua tanpa didahului dengan --

pengumuman/pemberitahuan tentang ekan diadakannya —————

pemanggilan Rapal. - S
Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan —
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari lerhitung sejak Rapat--————

pertama dengan syarat dan acara yang sama seperli yang-—
diperlukan untuk Rapat pertama, kecuzli mengenai persyaralan—
kuorum sebaoaimana ditetapkan dalam bulir d dan pangagilan yang
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua-
tersebut, dengan {idak memperhitungken fanggal pemanggilan dal
tanggal Rapat, dan disertai informasi bahwa Rapal Umum =

Pemegang Saham pertama telzh diselenggarakan tetapi tidak ——

mencapal kuorum. - e mmm -

Rapatl Umum Pemegang Szaham kedua adalah sah dan berhak —
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh ————-
pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari-
jumizh seluruh saham dengan hak suara yang sah, ===

Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham-——
kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum--
kehadiran, jumiah suara unfuk mengambil keputusan, pemanggilat
dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---—
ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembac

Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.—

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau ——

orang lain dengan surat kuasa.
-Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk —

sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak

Pemegang Saham yang bersangkutan.

menguranai ketentuan Undang-undang dan peraturan perundangan -
yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direks
sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Urnum




| 3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili ——-——

2.

pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada wakiu Rapat —--—

diadakan.
Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk—

mengeluarkan 1 (satu) suara.
Dalam pemungutan suara, angoota Direksi, anggota Dewan Komisaris,

dan karyawan Perseroan yeng bersangkuian dilarang berlindak ————

sebagai kuasa dari pemegang saham., —-—=—swr—emes

. Pemunguian suara mengenal diri orang dilakukan dengan suara ——

tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan —
kecuali apabila Ketuz Rapal menenlukan lzin tanpa ada keberalan dari
1 (satu) sizu lebih pemegsang szham vang bersama-sama mewakill ——

sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan —-—

hak suara yang sah, ———————— e
Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum —
Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) —

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas——

pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -—
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak —
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara

berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari ¥ (satu per dua) bagian-

dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat kecuali—-—

apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, —

jika mengenai orang harus diundi, dan jika mengenai hal-hal lain, maka

usul harus dianggap ditolak.
a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan-
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) di——
atas harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang -——-

khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh
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—

pemegang saham independen, yailu pemegang saham yang tid
mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk

selanjutnya disingkat dengan ‘Pemegang Saham Independen”) -

yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumiah —
seluruh saham dengan hak suarzs yang sah yang dimiliki seluruh
Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangl ketent
ayat 1 butir a pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasari
suara seluju dari Pemeagang Saham Independen yang memiliki—
lebih dari 1/2 (s2lu per dug) bagian dari jumiah seluruh seham-—
dengan hak suara yang dimiliki seluruh Pemegang Saham-———--

Independen, ———

e —

-Dalam hal kuorum sebagzimana dimaksid di alas tidak tercapai
maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan -
sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang ——
mewakili lebih dari % (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh-—
sahiam dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemeg:
saham independen dan diselujui oleh lebih dari % (satu per dua)-

bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham —

l

independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.—

-, Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama

anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan

kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak ———

mengeluarkan saran atau pendapat.

. Apapun yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut -—

harus dikukuhkan oleh kuorum Rapat keseluruhan, yang akan-—
diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam Rapat, --—

termasuk pula pemegang saham yang mempunyai benfuran -——---—

. Jikalau dalam Rapat yang pertama tersebut, ternyata jumiah

kepentingan.

Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata —

tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh Rapal-



10. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:

Pengawas Pasar Modal.

Rapat ketiga hanya dapat menyetujui transaksi dimaksud apabila

a.

b.

B

pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapal diadakan
Rapat yang kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat (namun -
tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat sebagaimana yang-
dimaksud dalam pasal 21), asalkan dalam Rapat tersebut hadir —
atau diwakili Pemegang Szham Independen yang mewakill lebih—
dari 1/2 (salu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan-—
hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Szham Independen -
dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih darni 1/2 (salu

per dua) bagian dafi jumizh saham yang dimiliki Pemegang Saham

Independen yang hadir/diwakili dalam Rapat aee eares

-Jikalzu kuorum dalam rapel kedua lersebut juga lidak lerpenuhi, maka
ates permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jJumiah suara untuit—-
mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan ———-—

Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan ————-

disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari—
% (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh -

Pemegana Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam Rapat. —

Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -— -
Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya ---
secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang--

dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau -

tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;

Hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-————

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

‘ 11. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama --—--—--——

pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang —

Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:

a.

Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung



dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan;——————
‘ b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang sahar
bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) darj -—-

jumiah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

} c. Menurut pendapat Direksi usul ifu disnggap berhubungan langsun

dengan usaha Perseroan. —--

P ENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN «—eeomemeae

j

e -Hasal 24 e EaeaantERRR
Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum FPemegan
Saham Tahunan mengenal penggunazan dari laba bersih Perseroan -
dalam suafu tahun buku seperti tercantum dalam perhilungan yang-—
telah disahkan oleh Rapal Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam

usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendzpaian bersih yang -

belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai ¢cadangan,
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 dibawah ini, serta usul —
mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan:

-Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum —-——-—

Pemegang saham untuk memutuskan lain.

. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak -

menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi-—
dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan

Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen, -—

Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangai
Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum-

Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan --—

wakiu pembayaran dan bentuk dividen.
-Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas —
nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada-
hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat -
Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian —

dividen diambil.
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-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua —----

pemegang saham.

-Pasal 21 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman -—

lersebut.
Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan-——
kerugian yang tidak dapal ditutup dengan dana cadangan, maka -—-—-—
keruaian itu akan tetap dicatal dan dimasukkan dalam perhitungan -———
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnys Perserozn diangaap lidak—
mendapat lzba selams kerugian yang lercatat dan dimasukan dalam—
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali terfulup, demikian dengan -

tidak mengurang! ketentuan peraturan perundang-undangan yang —-——

berlaku. - — e
Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujusn —-——
Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara-—-—
apahila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ———
ketentuan bahwa dividen sementara lersebut akan diperhitungkan ——
dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapal---—

Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai——-

dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. ——
Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang-
bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca —
dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum-—-—— —
Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan,—
dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum-——-—

Pemegang Saham.

. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5

(lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan -————

kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. -

-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh ——

pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10—



{sepuluh} tahun dengan menyampaikan bukli haknya atas dividen ——

tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

-Dividen yang tidak diambil setelzh lewat waktu tersebut menjadi milik-

Perseroan.

. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan kepulusan Rapat -

Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan —

memperhatikan ayat 3 pasalini, ————m——m—m

. Dalam hal setelah tahun buku berakhir teryata Perseroan menderita -

kerugian, dividen interim yang telzeh dibagikan harus dikembalikan oleh

Pemegang Szham kepada Perseroan, ——————— e

.Direksi dan Dewan Komisaris berlanggung jawab secara tanggung —

renteng ates kerugian Perseroan, dalam hal Femegang Saham fidak -
dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pad
ayat 8 pasal Ini, —-———- “eee

—PENGGUNAAN DANA CADANGAN -———

sy Pasal 25

. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila

. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap—

tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan -——

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.--————

Perseroan- mempunyai laba yang positif.

. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai —

20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, -

dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak—

dipenuhi oleh cadangan lain.
Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan -——

oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ————

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurangnya -——

20% (dua puluh persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang ——

Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang—-—-



telah melebihi jumiah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan

bagi keperiuan Perseroan.

6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebul-

memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan —-

persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan-—

perundang-undangan yang berlakuy.—— - ——
PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR =—e—s—meamnes

e reemeeeeeeeePasal 26 - -
1. Pengubahan Angaaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
| Saham, vang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling

sedikil 2/3 (dua per liga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah~
dikeluarkan yang mempunyai hak suarzs yang €zh dan keputusan ———
disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal -————-

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak lercapai, —

maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih-

dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumiah suara yang dikeluarkan

dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

-Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta—

notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan kelentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, --——

maksud dan tujuan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya ——

modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor
dan/atau pengubahan status Perseroan yang tertutup menjadi
Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari -—

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau --—-——

instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang——
tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri —
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang -

berwenang dan/atau penggantinya dalam waktu selambatnya 30 (tiga --

puluh) hari terhitung sejak tanggal akia notaris yang memuat --—————




’ perubahan Anggaran Dasar.

4. a

Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum————
kehadiran yang ditentukan lidak tercapai, maka paling cepat 10 —
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah —
Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapaf-—e———— ..
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan-

syaral dan acara yang sams seperti Rapat Umium Pemegang——
Saham pertama, kecuzli mengenai jangka wakiu pemanggilan —-
hatue dilakukan paling lambea! 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umnum

FPemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitunakean
tanggal pemanagilan dan tanggal rapat dan disertai informasij—-—
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham perama lelgh ————-—-
diselengaarakan tetapi tidak mencapai kuorum serla unfuk—-———
pemanggilan Rapatl Umum Pemegang Saham kedua tersebut lidak

periu ditakukan pengumuman terlebih dahuly, ————————

. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling
sedikit 3/5 (tiga per ima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 ——

(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan -

sah dalam rapat.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permnhun;ﬂn-
Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil ——--
keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar -

Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang———

dan/atau penggantinya.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara--

tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi-

dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat—



kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang mempunyai--

peredaran secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam ——-

Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak-—

tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

e PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ————

eee-DAN PEMISAHAN - .

P S Pacsal 27 — — e

i

Dengan mengindahkan kelentuan peraluran perundang-undangan dan-
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, -
peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapal dilakukan——-
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri -
oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-—-
sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagien dari jumlah —

seluruh saham dengan hak suara yang sah dan kepulusan disetujui—

berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalem hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka——
keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham —
atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari—

314 (tiga per empat) bagian dari jumiah suara yang dikeluarkan dengan

sah dalam Rapat.
Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud ———-
tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling-——
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari-—-—---—
setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat-
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara
yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.
-Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan -
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham-—
kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan —

dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum -—-

Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak —————



mencapai kuorum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham kedua tersebut tidak periu dilakukan pengumuman terlebih —
dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedus tersebut harus-—
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling —
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumiah selurut saham dengan h
suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah —
untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawaral -—
unfuk mutakat tidak dapat dicapai, maka kepulusan diambif——-——-—
berdasarkan suara setluju lebih dari 3/4 (tigz pe empat) baglan dari--
jumizh seluruh suara yang dikeluarkan secara szh dalam Rapat. —-
-Uzlam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum FPemegang Saham
Kedus lersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroar
kuorum kehadiran, jumiah suara untuk mengambil keputusan, —————
pemanggilan, dan wakiu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -

Saham ditefapkan aleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan «-—

Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang danfatau -

pengoantinya.

- Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa --—

Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangal
penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroz
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemangailan Rapat

Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang
Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 2B

. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan -—

yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadirl
oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama- -«

sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah




kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan dan

seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan--————————

berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan

berdasarkan musyawarah unfuk mufakal tidak dicapai, maka-—
keputusan diambil berdasarkan suara seluju dari pemegang saham —
atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakill lebih dari-—

3/4 (tiga per empat] bagian dari jumiah suara yang dikeluarkan dengan

sah dalam Rapat.——-- - e
-Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud se-——
tersebut di alas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling—

| cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambal 21 (dua puluh satu) hari——

setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat-——--
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara
yang sama seperli Rapat Umum Pemegang Saham periama. -————-
-Pemanagilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan -
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham-—

kedua lersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan -

dan tanggal Rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum
Pemegang Saham pertama lelah diselenggarakan tetapi tidak
mencapai kuorum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang -

Saham kedusa tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih ——

dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling -—-——
cedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk ———

mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan

suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh -

suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
-Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham -

kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -




waklu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan
oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan-

atau instansi yang berwenang danfatau penggantinya.

‘ 2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waki

berdirinya atau dibubarkan berdasarkan kepulusan Rapat Umum —

Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan ——-—
penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi olely --—-—--
| likuidator/kurator dan Perseroan tidak dapal melakukan perbuatan—

hukum kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan—

| Perseroan dalam rangks lkuidast, ——————

| “

3. Direksi bertindak sehagai likuidator apabiiz dalam kepulusan Rapat -

Umum Pemegang Saham afau penetapan sebagaimana dimaksud —

dzalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. —

' 4. Upzh bagi para likuidator ditentukan cleh Rapat Umum Pemegang —

| Saham atau penetlapan Pengadilan.
[ 5. Dalam rangka jangka wakiu paling lambat 30 (liga puluh) hari terhitur
sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib s—eeeseeemeemeee

memberitahukan: =

a. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengar

cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar-

dan Berita Negara Republik Indenesia; dan

| b. Pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftz

Perseroan dalam likuidasi.

‘ 6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian besertz
pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tangg:
disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang ——

Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya—

kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang —

saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandinga

jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang -




mereka miliki masing-masing.-
~TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)
- -Pasal 29

Mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar ini, para pemegang saham ————
Perseroan dianggap memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya —

dialamat-alamat mereka sebagaimana tercatat dalam Dafiar Pemegang—

Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan kelentuan di bidang Pasar Modal serta ketenluan Bursa Efek-
di tempat di mana ssham-saham Perseroan dicatatkan, —————————~

——e - PERATURAN PENUTUP——

e e s Pasa] 30 o
Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran-——-
Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan—

memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan -———

perundang-undangan yang berlaku. v 5

-Selanjulnya para penghadap dzlam kedudukannya sebagaimana--———

tersebut di atas dengan ini menegaskan: -

|. Berkaitan dengan modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam —
Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, telah diambil bagian dan -

disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan, oleh para —

pemegang saham sebagal berikut:

a. Masyarakat sebanyak 711.956.815 (tujuh ratus sebelas juta-—
sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima belas)-—--—-
saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp.355.978.407.500,-—

(tiga ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan-

juta empat ratus tujuh ribu lima ratus Rupiah);

b. Masyarakat sebanyak 19.950.221.870 (sembilan belas miliar

sembilan ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu

delapan ratus tujuh puluh) saham seri B dengan nilai nominal

sebesar Rp 1.496.266.640.250,- (satu triliun empat ratus sembilan --

puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus -—----



empat puluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah).——---e—emem e e

Para penghadap saya, Notaris kenal.
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal-

dan pukul tersebut dalam kepala akia ini dengan dihadiri oleh :

1, Tuan HERI MARTONQ, Sarjana Hukum, lzhir di Jakarta, pada langgz
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dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, sak:

saksi dan Saya, Notaris.
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